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HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PASAR MODAL

oleh

Heru Susanto

Abstract

The problems of human right embrace all aspect of human life, either economic, saocial, politics and
culture, which the essence all of them, need attention to every individual. An individual needs
protection, acknowledgement, and guarantee of certainty when he / she does his /her business in field
of investment,

Normatively, human right has stated in Human Right Act / Undang-undang 39/1999, it contains a set of
right that stick in the essence and the existency of human being as creature created by God and
constitutes a gift from God that ought to be respected, be held in high esteem, and be protected by
state, law, government, and every person for honour, also protection of value and prestige for human
being. ' '

While Undang-undang 8/1995 about capital market as yuridical instrument and also it constitutes rule of
play, and as a sign that should be obedient by every person who gets in touch in capital market area.
Against to this regulation considered against the law and also against to human right. Therefore, the
important thing is, concerning with implementation of law enforcement in the case any against norms in
capital market area.

Abstrak

Persoalan hak asasi manusia mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik ekonomi, sosial,
politik maupun budaya, yang pada hakikatnya untuk semua itu memerlukan perhatian bagi setiap
individu. Setiap individu memerlukan perlindungan, pengakuan dan jaminan kepastian ketika
melakukan bisnis di bidang investasi.

Secara normatif hak asasi manusia sudah ditetapkan dalam UU 38/1999 tentang Hak Asasi Manusia,
yang mengandung pengertian sebagai perangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan
serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sedangkan UU 8/1995 tentang Pasar Modal sebagai instrumen yuridis dan sekaligus merupakan
aturan main juga sebagai rambu-rambu yang harus ditaati oleh setiap orang/pihak yang terlibat di
bidang pasar modal. Pelanggaran terhadap ketentuan ini merupakan pelanggaran hukum dan sekaligus
merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu yang terpenting, adalah
menyangkut implementasi penegakkan hukumnya dalam hal terjadi pelanggaran -kaidah-kaidah di
bidang pasar modal.

Kata Kunci : Hak asasi manusia, Hukum pasar modal dan Penegakkan hukum.,

Ada dua variable berdasarkan
judul di atas, yaitu antara hukum pasar
modal dan persoalan hak asasi ma-
nusia, artinya bagaimanakah perso-
alan pasar modal jika dikaitkan de-
ngan masalah hak asasi manusia
yang merupakan persoalan mendasar
bagi umat manusia di jagat raya ini.

Secara normatif pasar modal
diatur dalam Undang-undang Nomor 8

Tahun 1995, yang konsiderannya me-
nyebutkan, bahwa pasar modal mem-
punyai peran yang strategis dalam
pembangunan nasional sebagai salah
satu sumber pembiayaan bagi dunia
dan wahana investasi bagi masya-
rakat.

Di samping itu agar pasar mo-
dal dapat berkembang dibutuhkan
adanya landasan hukum yang kokoh
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untuk lebih menjamin kepastian hu-
kum bagi pihak-pihak yang melakukan
kegiatan di Pasar Modal serta melin-
dungi kepentingan masyarakat pemo-
dal dari praktek merugikan. Tindakan
yang dapat merugikan adalah meru-
pakan isu yang harus dicermati dalam
rangka perlidungan dan penegakkan
hak asasi manusia.

Di sisi lain perlu pula dikemu-
kakan persoalan hak asasi manusia,
yang merupakan hal yang universal
dan mendasar untuk mendapatkan
perhatian setiap orang dalam menja-
lankan aktivitas bisnis, seperti halnya
di bidang pasar modal ini. Berdasar-
kan ketentuan yang berlaku, hak asasi
manusia diatur dalam Undang-undang
Nomor 39 Tahun 1999, yang mempu-
nyai pengertian sebagai perangkat hak
yang melekat pada hakikat dan kebe-
radaan manusia sebagai mahluk
Tuhan Yang Maha Esa dan merupa-
kan anugerah Nya yang wajib dihor-
mati, dijunjung tinggi dan dilindungi
oleh negara, hukum, pemerintah, dan
setiap orang demi kehormatan serta
periindungan harkat dan martabat
manusia.

Dengan demikian apabila kita
merujuk pada judul di atas, maka pem-
bicaraan tentang hak asasi manusia
menyangkut persoalan periindungan
hukum dan pengakuan bagi setiap
orang/pihak dari perbuatan yang dapat
menimbulkan kerugian, termasuk me-
lakukan usaha di bidang investasi
dalam bentuk kegiatan pasar modal
yang di implementasikan dalam suatu
mekanisme yang disebut hukum pasar
modal. Sudah barang tentu perkaitan
antara hak asasi manusia dan hukum
pasar modal sangat signifikan, karena
hak asasi manusia menyangkut perlin-
dungan setiap orang, sedangkan hu-
kum pasar modal menyangkut aturan
main (rule of the game) yang harus
dipatuhi oleh setiap orang dalam men-
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jalankan investasinya di bidang pasar
modal.

Oleh karena itu dalam pemba-
hasan tentang Perspektif Hak Asasi
Manusia Dalam Pasar Modal ini perlu
dikemukakan masalah-masalah ten-
tang:

a. Pengertian hak asasi manusia.

b. Mekanisme di bidang pasar
modal

c. Kejahatan di bidang pasar mo-
dal

d. Penegakkan hukum di bidang
pasar modal

Untuk menguraikan lebih lanjut
tentang masalah-masaiah di atas, ma-
ka akan dilakukan pembahasan satu
persatu agar memperoleh pemaha-
man yang berkaitan dengan hak asasi
manusia sebagaimana yang dimak-
sudkan dalam judul tulisan ini.

Pengertian hak asasi manusia

Terdapat banyak batasan ten-
tang hak asasi manusia, diantaranya
Hendarmin Ranadireksa memberikan
definisi tentang hak asasi manusia
adalah seperangkat ketentuan atau
aturan untuk melindungi warga negara
dari kemungkinan penindasan, pema-
sungan dan atau pembatasan ruang
gerak warga negara oleh negara
(Hendarmin Ranadireksa, 2002:139).
Artinya, ada pembatasan-pembatasan
tertentu yang diberlakukan pada ne-
gara agar hak warga negara yang
paling hakiki terlindung dari kese-
wenang-wenangan kekuasaan. Demi-
kian pula definisi hak asasi manusia
yang dikemukakan oleh Soetandyo
Wignyosoebroto, yaitu :

Hak manusia yang asasi ada-

lah hak yang melekat secara

kodrati pada setiap makhiuk
yang dilahirkan dengan sosok
biologis manusia, yang mem-
berikan jaminan moral dan me-
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nikmati kebebasan dari segala
bentuk perlakuan yang menye-
babkan manusia itu tidak dapat
hidup secara layak sebagai ma-
nusia yang dimuliakan Allah,
yang oleh sebab ijtu tidak
mungkin dialihkan kepada -
apalagi dirampas oleh - siapa-
pun, Kepada/oleh para pe-
ngemban kekuasaan Negara
sekalipun, kecuali untuk diku-
rangkan atas dasar persetu-
juan para penyandang hak itu
lewat proses-proses legislatif
demi tertegakkannya hak-hak
asasi manusia lain sesama
dalam kehidupan masyarakat.
Sedangkan Mahfud MD me-
ngatakan hak asasi itu sebagai hak
yang melekat pada martabat manusia
sebagai mahiuk ciptaan Tuhan, dan
hak tersebut dibawa manusia sejak
lahir ke muka bumi sehingga hak
tersebut bersifat fitri (kodrati), bukan
merupakan pemberian manusia atau
negara (Mahfud MD, 2001:127).
Mencermati pendapat-penda-
pat di atas tentang pengertian hak
asasi manusia, maka berarti semua
manusia, siapapun, dari manapun,
apapun statusnya pada hakekatnya
mempunyai harkat dan martabat yang
sama. Setiap orang berhak untuk
memperoleh jaminan pengakuan, per-
lindungan dan pemenuhan hak asasi
manusia. Dengan demikian, dengan
adanya jaminan pengakuan dan per-
lindungan, maka hal ini harus diartikan
secara luas dalam kaitannya dengan
aspek kehidupan bermasyarakat, khu-
susnya yang menyangkut kehidupan
dalam bisnis investasi di pasar modal.
Artinya pasar modal sebagai wahana
untuk melakukan investasi harus
memberlakukan kaidah-kaidah yang
dapat melindungi setiap orang yang
memiliki minat di bidang pasar modal,
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yaitu dalam hal ini dengan mene-
gakkan hukum pasar modai.

Secara normatif pengertian hak
asasi manusia sebagaimana yang ter-
dapat di dalam Undang-undang No. 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manu-
sia adalah: seperangkat hak yang
melekat pada hakikat dan keber-
adaan manusia sebagai mahluk Tuhan
Yang Maha Esa dan merupakan
anugerah-Nya yang wajib dihormati,
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh
negara, hukum, pemerintah, dan se-
tiap orang demi kehormatan serta
perlindungan dan martabat manusia.
Selanjutnya di dalam konsideran UU
39/1899 menyebutkan, bahwa selain
hak asasi, manusia juga mempunyai
kewajiban dasar antara manusia yang
satu terhadap yang lain dan terhadap
masyarakat secara keseluruhan dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara. Dengan demikian an-
tara hak dan kewajiban harus berjalan
seimbang bagi setiap orang dalam
menjalankan aktivitas kehidupannya.
Ketentuan tentang hak asasi manusia
ini sekaligus juga merupakan perlin-
dungan terhadap setiap orang dari
perbuatan yang dapat merugikan.
Oleh karena itu perlindungan yang di-
maksud juga menyangkut adanya
perilaku di bidang pasar modal yang
tidak sesuai dengan perundang-un-
dangan yang berlaku, Apabila dikait-
kan dengan aktivitas di bidang pasar
modal, maka ada beberapa perbuatan
yang dinilai bertentangan dengan hak
asasi manusia, yaitu: penipuan (fraud),
manipulasi pasar (market manipu-
lation), perdagangan orang dalam (in-
sider trading). Ketiga perbuatan ter-
sebut dapat menimbulkan kerugian,
karena merupakan praktek pasar
modal yang tidak dibenarkan.

Selanjutnya secara eksplisit di
dalam pasal 14 nya menyebutkan:
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1 Setiap orang berhak untuk
berkomunikasi dan mem-
peroleh informasi yang di-
perlukan untuk mengem-
bangkan pribadi dan ling-
kungan sosialnya.

2 Setiap orang berhak untuk
mencari, memperoleh, me-
miliki, menyimpan, mengo-
lah, dan menyampaikan in-
formasi dengan menggu-
nakan segala jenis sarana
yang tersedia.

Terkait dengan ketentuan di a-
tas, yaitu misalnya menyangkut tin-
dakan yang disebut perdagangan
orang dalam, dimana tindakan ini da-
pat terjadi berdasarkan informasi
orang dalam (inside information) yang
belum dinyatakan terbuka untuk umum
(non public information) tapi sudah di-
gunakan oleh beberapa orang tertentu
untuk memperoleh keuntungan secara
tidak adil, sehingga hal ini akan meru-
gikan investor lain. Demikian pula
untuk tindakan penipuan dan mani-
pulasi pasar, juga akan merugikan
investor lainnya.

Dari beberapa uraian tersebut
di atas, maka sesungguhnya hak asasi
manusia menyangkut adanya penga-
kuan eksistensi sebagai subyek hu-
kum dan perlindungan hukum yang
harus diberikan terhadap setiap orang
dari setiap tindakan negara atau
penguasa atau pihak lain. Konsep
pengakuan eksistensi dan perlin-
dungan hukum ini dapat diperluas
terhadap setiap aktivitas yang me-
nyangkut harkat dan martabat manu-
sia dalam bidang bisnis dari seke-
lompok orang yang memonopoli infor-
masi dalam suatu aktivitas bisnis, yaitu
yang menyangkut kegiatan investasi
dalam bentuk kegiatan di bidang pasar
modal yang tertuang ke dalam suatu
instrumen yuridis dalam Undang-
undang No.8 Tahun 1995, tentang
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Pasar Modal. Jadi perlindungan ten-
tang hak asasi manusia tidak saja me-
nyangkut harkat dan martabat manu-
sia secara kodrati, melainkan me-
nyangkut pula adanya perlidungan
hukum sebagaimana yang diatur da-
lam undang-undang pasar modal.
Dengan adanya undang-undang pasar
modal mewajibkan kepada setiap
orang untuk menghormati hak-hak
orang lain dalam melakukan bisnis di
pasar modal. Oieh karena itu per-
lindungan hukum yang dimaksudkan
dalam pengertian hak asasi manusia
sebagaimana terdapat dalam UU
39/1999 juga diwujudkan dalam UU
8/1895 tentang Pasar Modal.

Hukum perdata yang mengatur
tentang subyek hukum, juga memper-
hatikan perlindungan hukum yang
berkaitan dengan hak asasi manusia,
karena keberadaan hukum perdata
yang merupakan sistem hukum yang
berlaku secara nasional orientasinya
ke depan harus juga mengakomodir
prinsip-prinsip hak asasi manusia se-
bagai konsep dasar dalam rangka
realisasi pengakuan terhadap eksis-
tensi.

Manusia sebagai subyek hu-
kum yang hak-hak asasinya secara
teoritis dapat diprediksikan dan se-
lanjutnya diimplementasikan, bahwa
hukum perdata nasional yang akan
datang sebagai suatu perangkat per-
undangan yang mengatur kehidupan
manusia dalam masyarakat, antara
lain:

a. Pengakuanterhadap eksistensi
bahwa manusia warga negara
Indonesia adalah sama di mata
hukum dan tidak dapat didis-
kriminasikan kedudukannya ka-
rena perbedaan ras, agama,
dan status sosial;

b. Dalam rangka mencapai suatu
keadilan yang manusiawi tidak
diperkenankan adanya hukum
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yang mencerminkan kematian

perdata dalam bentuk apapun;

¢. Kewajiban-kewajiban moral ba-
gi setiap subyek hukum me-
ngakui dan menghargai hak

asasi orang lain (Muladi, 2005:;

163).

Berkenanaan dengan eksisten-
si hukum perdata yang mengandung
perspektif hak asasi manusia(HAM),
maka hukum pasar modal yang me-
rupakan bagian dari hukum perdata
tentunya juga tidak bisa lepas dari
perspektif HAM, yang di dalam pelak-
sanaanya juga harus memberlakukan
prinsip-prisip HAM dalam untuk bisnis
investasi, yaitu adanya persamaan di-
antara subyek hukum dalam menja-
lankan aktivitas bisnis, khususnya di
bidang pasar modal ( investasi). Meka-
nisme berdasarkan hukum pasar mo-
dal harus memberikan kesempatan
yang sama terhadap setiap subyek
hukum dan tidak dibenarkan adanya
diskriminasi diantara pelaku bisnis.
Oleh karena itu setiap tindakan yang
tidak sesuai dengan mekanisme yang
telah ditentukan atau terhadap setiap
tindakan yang merugikan pihak lain,
pada hakekatnya merupakan pelang-
garan terhadap HAM.

Di dalam Undang-undang No.
39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi
Manusia, yang berkaitan dengan hak
memperoleh keadilan dan hak atas
kesejahteraan, adalah merupakan da-
sar yang harus dinikmati oleh setiap
subyek hukum, sebagai pelaku bisnis
dalam memperoleh kesempatan di
bidang investasi untuk mendapatkan
keuntungan secara wajar dan adil tan-
pa melalui trik-trik bisnis yang bersifat
diskriminatif, yaitu dengan menggu-
nakan praktek-praktek yang menyim-
pang dari mekanisme yang berlaku,
seperti misalnya tindakan penipuan,
manipulasi pasar dan perdagangan
orang dalam.
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Oleh karenanya dengan ada-
nya ketentuan tentang mekanisme
pasar modal sebagaimana ditentukan
di dalam Undang-undang No.8 Tahun
1995 tentang Pasar Modal, dimak-
sudkan adanya perlindungan hukum
bagi setiap orang yang melakukan
bisnis di bidang investasi (investor
public), untuk memperoleh jaminan
perlakuan yang sama terhadap prak-
tek-praktek yang tidak adil dan tidak
wajar dalam memperoleh keuntungan,
sehingga tidak memberikan kesejah-
teraan yang merata bagi para investor,
karena hanya dinikmati oleh sego-
longan orang tertentu (diskriminatif).

Dengan adanya perspektif HAM
sebagaimana yang terdapat dalam
tulisan ini akan memberikan nuansa
atau paradigma yang senantiasa men-
jiwai bagi kegiatan bisnis investasi,
yaitu menyangkut kegiatan pasar mo-
dal sebagaimana dituangkan dalam
Undang-undang No.8 Tahun 1995,
yang pada bhakikatnya memberikan
perlidungan hukum bagi setiap orang
atau subyek hukum dalam melakukan
bisnis investasi dan juga memperoleh
perlindungan hukum dari setiap per-
buatan yang dapat merugikan yang
dilakukan oleh setiap pelaku bisnis.

Oleh karena itu terhadap setiap
perbuatan yang bertentangan dengan
kaidah-kaidah sebagaimana diatur da-
lam hukum pasar modal, yang di
dalam hukum pasar modal dikua-
lifikasikan sebagai kejahatan di bidang
pasar modal, adalah merupakan suatu
tindakan yang merugikan pihak lain
dan pada hakikatnya adalah meru-
pakan pelanggaran terhadap hak asa-
si manusia sebagaimana yang diatur
dalam UU 39/1999 dan harus dihor-
mati oleh setiap manusia di bumi
persada ini.
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Mekanisme di bidang Pasar Modal

Kegiatan di bidang pasar mo-
dal memerlukan pengaturan yang jelas
dan pasti agar didalam pelaksana-
annya dapat berjalan sesuai yang di-
harapkan oleh semua pihak, artinya
tidak ada praktek yang dapat meru-
gikan, oleh karenanya dibuatiah pera-
turan yang bersifat obyektif dalam
memfasilitasi kegiatan di bidang pasar
modal. Dengan demikian, maka di-
buatlah mekanisme di bidang pasar
modal, agar memberikan jaminan per-
lindungan hukum bagi setiap orang
yang melakukan investasi di bidang
pasar modal.

Selanjutnya untuk mengetahui
mekanisme di bidang pasar modal,
maka perlu dikemukakan adanya be-
berapa hal dan pihak-pihak yang ter-
kait dalam aktivitas di pasar modal,
yaitu sebagai berikut :

1. Struktur kelembagaan pasar
modal

Pihak-pihak atau institusi yang

terlibat di Pasar Modal Indo-

nesia tercantum dan ditentukan
dalam Undang-undang Pasar

Modal (UUPM). Setiap lemba-

ga yang disebut dalam UUPM

diberikan kewenangan. Masa-
lah regulasi, penerapan pera-
turan perundang-undangan dan

penegakkan hukum berada di

tangan Badan Pengawas Pa-

sar Modal (Bapepam). Bape-
pam secara struktural meru-

pakan lembaga yang berada di

bawah Departemen Keuangan

RIL

Pelaksana dan pengawasan

perdagangan efek dipegang

oleh otoritas bursa efek, yaitu

PT Bursa Efek Jakarta (BEJ)

dan PT. Bursa Efek Surabaya

(BES).
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Selanjutnya bursa efek diberi
kewenangan untuk membuat
aturan main dan berhak mela-
kukan tindakan tertentu sesuai
dengan peraturan, seperti me-
lakukan penghentian perda-
gangan saham perusahaan ter-
tentu. Sebagai self Regulatory
Organization (SRO), otoritas
bursa memang mempunyai ke-
wenangan-kewenangan
sebagaimana disebutkan da-
lam undang-undang.
Perusahaan efek yang menja-
lankan fungsi sebagai penja-
min emisi efek, perantara per-
dagangan dan manajer inves-
tasi.

Sedangkan yang dimaksud de-
ngan profesi dan lembaga pe-
nunjang pasar modal adalah,
Akuntan, Konsultan hukum,
Notaris, dan Penilai. Adapun
lembaga penunjang terdiri dari
Kustodian, Badan administrasi
efek dan Penanggung. Selan-
jutnya adalah menyangkut pi-
hak atau institusi yang membu-
tuhkan dana, yaitu emiten dan
pihak yang kelebihan dana
yang hendak diinvestasikan
yang disebut pemodal atau
investor (Irsan Nasarudin-
Indra Surya, 2004 : 113).
Uraian di atas menggambarkan
pihak-pihak yang mempunyai
peran dan kewenangan berda-
sarkan UUPM, sehingga sega-
ta aktivitas dan segala tindakan
yang diperlukan di dalam pasar
modal akan difasilitasi oleh
lembaga-lembaga yang ber-
sangkutan, yang secara nor-
matif ditentukan dalam Kep.
Menkeu No0.654 Tahun 1995,
tentang Struktur Kelembagaan
Pasar Modal. Dengan demikian
persoalan struktur kelembaga-
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an ini akan memberikan jami-
nan tentang obyektivitas dari
kegiatan di bidang pasar modal
dan sekaligus akan memberika
perlindungan hukum bagi se-
tiap orang yang melakukan bis-
nis investasi di bidang ini.

. Badan Pengawas Pasar Modal

Sebagai pemegang otoritas pa-

sar modal Badan Pengawas

Pasar Modal (Bapepam) mem-

punyai kedudukan sebagai lem-

baga pembina, lembaga peng-
atur dan lembaga pengawas.

Ketiga kewenangan tersebut

harus dilaksanakan oleh Ba-

pepam dengan tujuan tercip-
tanya pasar modal yang :

a. Teratur

b. Wajar

c. Efisien

d. Melindungi kepentingan pe-
modal dan masyarakat
(Munir Fuady, 1996: 117).

Sementara itu, pelaksanaan

kewenangan Bapepam seba-

gai lembaga pengawas dapat
dilakukan secara :

a. Preventif, yakni dalam ben-
tuk aturan, pedoman, bim-
bingan dan pengarahan,
dan '

b. Represif, yakni dalam ben-
tuk pemeriksaan, penyidi-
kan dan penerapan sanksi-
sanksi.

Sekedar sebagai suatu infor-
masi berkaitan dengan fungsi
otoritas pasar modal sesuai
dengan prinsip-prinsip hukum
global sebagaimana yang ber-
laku di SEC USA mempunyai
tiga fungsi utama, yaitu :

a. Fungsi Rule making, dalam
hal ini otoritas pengawas
dapat membuat aturan-
aturan main untuk pasar
modal (quasi legislative).
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b. Fungsi Adjudicatory, ini
merupakan fungsi otoritas
pengawas untuk melaku-
kan fungsinya sebagai
quasi judicial power.,

¢. Fungsi Investigatory-Enfor-
. cement, membuat otoritas
pengawas mempunyai we-
wenang investigasi.

Fungsi-fungsi tersebut dibe-

rikan kepada Bapepam untuk

memfasilitasi tercapainya tu-
juan yang dicanangkan dalam

UU, yaitu menciptakan pasar

modal yang teratur, wajar, dan

efisien, serta memberikan per-
lindungan kepada pemodal dan
masyarakat.

Sehingga secara garis be-

sarnya wewenang Bapepam

mencakup 9 (sembilan) bidang,
yaitu:

1. Wewenang mengeluarkan
jjin usaha untuk bursa efek
dan lembaga-lembaga pe-
nunjang.

2. Wewenang mengeluarkan
jjin perorangan untuk wakil
penjamin emisi efek, wakil
perantara pedagang efek,
dan wakil manajer inves-
tasi.

3. Wewenang menyetujui pen-
dirian bank kustodian.

4. Wewenang menyetujui pen-
calonan atas pemberhen-
tian komisaris, direktur serta
menunjuk manajemen se-
mentara bursa efek, lem-
baga kliring dan penjamin,
lembaga penyimpanan dan
penyelesaian sampai dipi-
lihnya komisaris baru.

5. Wewenang memeriksa dan
menyelidik setiap pihak jika
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terjadi pelanggaran terha-
dap UU PM.

6. Wewenang membekukan
atau membatalkan penca-
tatan atas efek tertentu.

7. Wewenang menghentikan
transaksi bursa atas efek
tertentu.

8. Wewenang menghentikan
kegiatan perdagangan bursa
efek dalam keadaan daru-
rat.

9. Wewenang bertindak seba-
gai lembaga banding bagi
pihak yang dikenakan
sanksi oleh bursa efek
maupun lembaga kliring
dan penja-min (M. Irsan
Nasarudin - Indra Surya,
2004:117).

3. Pemeriksaan dan penyidikan

oleh Bapepam

Sebagai konsekuensi dari pe-
laksanaan fungsi sebagai ba-
dan pengawas terhadap kegia-
tan pasar modal, Bapepam
periu diberikan Kkewenangan
untuk melakukan pemeriksaan
terhadap semua pihak yang di-
duga telah, sedang, atau men-
coba melakukan atau menyu-
ruh, turut serta, membujuk,
atau membantu melakukan
pelanggaran terhadap UUPM
dan peraturan pelaksana-
annya. Oleh karena itu ber-
dasarkan PP No. 46 Tahun
1995, tentang Tata Cara Pe-
meriksaan di Bidang Pasar
Modal, bahwa yang dimaksud
dengan pemeriksaan adalah
kegiatan mencari, mengum-
pulkan serta mengolah data
dan atau keterangan lain yang
dilakukan oleh pemeriksa un-
tuk membuktikan ada atau
tidak adanya pelanggaran atas
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peraturan perundang-undang-

an di bidang pasar modal.

Berdasarkan peraturan terse-

but di atas, maka kewenangan

yang dimiliki oleh Bapepam di

bidang pemeriksaan adalah :

a. Meminta keterangan dan
atau konfirmasi dari pihak
yang diduga melakukan
atau terlibat dalam pelang-
garan peraturan perun-
dang-undangan di bidang
pasar modal;

b. Mewajibkan pihak yang di-
duga melakukan atau terli-
bat dalam pelanggaran ter-
hadap peraturan perun-
dang-undangan untuk me-
lakukan atau tidak mela-
kukan kegiatan tertentu;

c. Memeriksa dan atau mem-
buat salinan terhadap cata-
tan, pembukuan dan atau
dokumen lain, baik milik
pihak yang diduga mela-
kukan atau terlibat terha-
dap pelanggaran peraturan
perundang-undangan di bi-
dang pasar modal;

d. Menetapkan syarat dan a-
tau mengijinkan pihak yang
diduga melakukan atau ter-
libat dalam pelanggaran
terhadap peraturan perun-
dang-undangan di bidang
pasar modal untuk melaku-
kan tindakan tertentu yang
diperlukan dalam rangka
penyelesaian kerugian yang
timbud.

Sedangkan yang berkaitan de-

ngan penyidikan atas tindakan

pelanggaran terhadap peratur-
an perundang-undangan di bi-

dang pasar modal, Bapepam di-

berikan wewenang untuk mem-

pertimbangkan konsekuensi
dari pelanggaran yang terjadi
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dan wewenang untuk mene-
ruskankanya ke tahap penyi-
dikan berdasarkan pertimbang-
an tersebut.
Penyidikan di bidang pasar
modal adalah serangkaian tin-
dakan penyidik untuk mencari
serta mengumpuikan bukti
yang diperlukan, sehingga da-
pat membuat terang tentang
tindak kejahatan di bidang pa-
sar modal yang terjadi, mene-
mukan tersangka serta menge-
tahui besarnya kerugian yang
ditimbulkan.

Selanjutnya dalam pasal 101

ayat (3) UUPM disebutkan ke-

wenangan Bapepam sebagai
penyidik secara rinci sebagai
berikut :

a. Menerima laporan, pembe-
ritahuan, atau pengaduan
dari seorang tentang ada-
nya tindak pidana di bidang
pasar modal;

b. Melakukan penelitian atas
kebenaran laporan atau ke-
terangan berkenaan de-
ngan tindak pidana di
bidang pasar modali;

c. Melakukan penelitian ter-
hadap pihak yang diduga
melakukan atau terlibat da-
lam tindak pidana di bidang
pasar modal;

d. Memanggil, memeriksa dan
meminta keterangan serta
barang bukti dari setiap pi-
hak yang disangka mela-
kukan tindak pidana di
bidang pasar modal;

e. Melakukan pemeriksaan a-
tas pembukuan, catatan,
dan dokumen lain berke-
naan dengan tindak pidana
di bidang pasar modal;

f. Melakukan pemeriksaan di
setiap tempat tertentu yang
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diduga terdapat setiap bukti
pembukuan, pencatatan,
dan dokumen iain serta me-
lakukan penyitaan terhadap
barang yang dapat yang
dijadikan bahan bukti da-
lam perkara tindak pidana
di bidang pasar modal,

g. Memblokir rekening pada
bank atau lembaga ke-
uangan lain dari pihak yang
diduga melakukan atau ter-
libat dalam tindak pidana di
bidang pasar modal;

h. Meminta bantuan ahli da-
lam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pi-
dana di bidang pasar mo-
dal; dan

i. Menyatakan saat dimulai
dan dihentikannya penyi-
dikan.

4. Bursa Efek

Bursa efek adalah pihak yang
menyelenggarakan dan me-
nyediakan sistem dan atau sa-
rana untuk mempertemukan
penawaran juai beli efek pihak-
pihak lain dengan tujuan mem-
perdagangkan efek diantara
mereka (UUPM Pasal 1 angka
4).

Perdagangan efek yang sah
menurut undang-undang ada-
lah di bursa efek dan penye-
lenggaraan bursa efek harus-
tah perseroan yang telah mem-
peroleh ijin usaha dari Bape-
pam (UUPM Pasal 6 ayat 1).
Sesuai dengan tujuannya, bur-
sa efek adalah tempat dan pe-
ngelola untuk menyelengga-
rakan perdagangan efek yang
teratur, wajar, dan efisien, ma-
ka bursa efek wajib menye-
diakan sarana pendukung. Bur-
sa efek juga diberikan kewe-
nangan untuk meakukan peng-
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awasan terhadap anggota bur-
sa efek, mengingat kegiatan
perdagangan efek menyangkut
dana masyarakat dalam jumiah
yang besar.
Sebagai institusi yang diberi-
kan kewenangan oleh undang-
undang untuk membuat dan
menetapkan peraturan bagi
anggota bursa efek, dimana
hal itu merupakan cerminan
dan fungsinya sebagai Self
Regulatory Organization (SRO).
Dan saat ini di Indonesia ter-
dapat dua bursa, yaitu Bursa
Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa
Efek Surabaya (BES). Penge-
lola bursa berupaya mengem-
bangkan bursa mengikuti per-
kembangan dunia bisnis, tek-
nologi informasi dan siap ber-
saing dengan bursa-bursa
internasional lainnya.

Untuk menciptakan dan men-

jaga perdagangan yang teratur,

wajar dan efisien, bursa harus
memiliki bagian yang khusus
menangani lebih lengkap ma-
salah pengawasan, sebagai-
mana ditentukan dalam pasal

12 UUPM, yaitu :

a. Bursa efek wajib mempu-
nyai satuan pemeriksa
yang bertugas menjalankan
tugas pemeriksaan berkala
atau pemeriksaan sewaktu-
waktu terhadap anggota-
nya serta terhadap kegiat-
an bursa efek.

b. Pimpinan satuan pemerik-
sa wajib melaporkan seca-
ra langsung kepada direksi,
dewan komisaris bursa
efek, dan Bapepam tentang
masalah-masalah material
yang ditemuinya serta yang
dapat mempengaruhi suatu
perusahaan efek anggota
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bursa efek atau bursa efek
yang bersangkutan.

c. Bursa efek wajib menyedia-
kan semua laporan satuan
pemeriksa setiap saat apa-
bila diperlukan Bapepam.

5. Mekanisme Perdagangan

Untuk dapat melakukan tran-
saksi, terlebih dulu investor ha-
rus menjadi nasabah di salah
satu perusahaan efek. Peru-
sahaan efek harus mempunyai
jjin yang dikeluarkan oleh Ba-
pepam (pasal 12 UUPM). In-
vestor dapat menjadi nasabah
di beberapa perusahaan efek
dan selanjutnya perusahaan
efek akan menjadi perantara
nasabah dalam proses jual beli
saham.

Proses untuk menjadi nasabah
di perusahaan efek sama se-
perti membuka rekening untuk
menjadi nasabah di bank.
Setelah tercatat sebagai nasa-
bah di perusahaan efek, maka
nasabah dapat melakukan or-
der jual atau beli di perusahaan
efek yang bersangkutan. Bia-
sanya perusahaan efek mewa-
jibkan kepada nasabahnya
untuk mendepositokan sejum-
lah uang tertentu sebagai jami-
nan bahwa nasabah tersebut
layak melakukan jual beli sa-
ham.

Dalam perdagangan saham,
jumiah yang dijualbelikan dila-
kukan dalam satuan perda-
gangan yang disebut dengan
lot. Di Bursa Efek Jakarta, satu
lot berarti 500 saham, dan
itulah batas minimal pembelian
saham. Sedangkan dana yang
dibutuhkan menjadi bervariasi
karena beragamnya harga sa-
ham-saham yang tercatat di
bursa.
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Transaksi efek diawali dengan
order (pesanan) untuk harga
tertentu, pesanan tersebut da-
pat disampaikan baik secara
tertulls maupun lewat telepon
dan disampaikan kepada peru-
sahaan efek melalui dealer.
Pesanan tersebut harus me-
nyebutkan jumiah yang akan
dibeli atau dijual dan dengan
menyebutkan harga yang
diinginkan.

Kejahatan di Bidang Pasar Modal

Kejahatan di bidang pasar mo-
dal adalah kejahatan yang khas dila-
kukan oleh pelaku pasar modal dalam
kegiatan pasar modal, dalam hal ini
merupakan tindakan-tindakan yang
menyimpang dari ketentuan atau
kaidah hukum pasar modal. Sudah ba-
rang tentu hal ini tidak dapat dibe-
narkan, karena hal ini akan berten-
tangan dengan prinsip pasar modal
yang fair, wajar dan teratur dalam hu-
bungannya dengan perlindungan hu-
kum bagi setiap orang yang meng-
gunakan kesempatan berinvestasi di
pasar modal.

Undang-undang No. 8 Tahun
1995, tentang Pasar Modal telah
menentukan jenis-jenis tindak pidana
di bidang pasar modal, yaitu: peni-
puan, manipulasi pasar dan perda-
gangan orang dalam. Selain mene-
tapkan jenis-jenis tindak pidana di bi-
dang pasar modal, UUPM juga mene-
tapkan sanksi pidana bagi para pelaku
tindak pidana tersebut, yakni berupa
denda dan pidana penjara.

1. Penipuan
Tindakan melakukan penipuan
menurut pasal 90 huruf ¢ UU PM
adalah membuat pernyataan tidak
benar mengenai fakta material
atau tidak mengungkapkan fakta
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material agar pernyataan yang
dibuat tidak menyesatkan menge-
nal keadaan yang terjadi pada saat
permyataan dibuat dengan maksud
untuk menguntungkan atau meng-
hindarkan kerugian untuk diri sen-
diri atau pihak lain dengan tujuan
mempengaruhi pihak lain untuk
membeli atau menjual efek.
Setiap pelaku yang terbukti mela-
kukan penipuan daiam kegiatan
perdagangan efek dapat dike-
nakan pidana penjara paling lama
10 tahun dan denda maksimal
Rp 15.000.000.000,00 (lima belas
miliar rupiah).
Undang-undang No. 8 Tahun 1995
tidak memberikan suatu kete-
rangan tentang apa yang dimak-
sud istilah “menipu” atau “menge-
labuhi” pihak lain tersebut. Nam-
paknya diantara kedua istilah ter-
sebut mempunyai arti yang mirip-
mirip (Munir Fuady, 1996:149).
Dengan demikian, maka adalah
logis kiranya apabila menafsirkan
kata penipuan (termasuk juga pe-
ngelabuhan), sebagaimana penaf-
siran kata penipuan yang beriaku
bagi hukum pidana umum berda-
sarkan KUHPidana (vide Pasal
378).
Dalam pasal 378 KUHPidana,
disebutkan penipuan, yaitu tin-
dakan untuk menguntungkan diri
sendiri atau orang lain dengan
cara:
a. Melawan hukum
b. Memkai nama paisu atau
martabat palsu
c. Tipu muslihat
d. Rangkaian kebohongan
e. Membujuk orang lain untuk
menyerahkan barang sesu-
atu kepadanya, atau supa-
ya memberi utang atau
menghapuskan piutang.



Jurnal YUSTIKA Volume 8 Nomor 2 Desember 2005

Pasal 90 UUPM menegaskan bah-
wa dalam kegiatan perdagangan
efek, setiap pihak dilarang secara
langsung atau tidak langsung
menipu atau mengelabuhi pihak
lain dengan menggunakan dan
atau cara apapun, turut serta
menipu atau menipu pihak lain,
dan membuat pernyataan yang ti-
dak benar mengenai fakta material
atau tidak mengungkapkan fakta
yang material agar pernyataan
yang dbuat tidak menyesatkan
mengenai keadaan yang terjadi
pada saat pernyataan dibuat
dengan maksud untuk mengun-
tungkan atau menghindarkan keru-
gian untuk diri sendiri atau pihak
lain atau dengan tujuan mem-
pengaruhi pihak lain untuk mem-
beli atau menjual efek.

Penerapan ketentuan pasal 378
KUHPidana terhadap tindak peni-
puan tetap mengacu pada UUPM
yang memberikan beberapa spesi-
fikasi mengenai pengertian peni-
puan, yaitu terbatas dalam kegi-
atan perdagangan efek, yang meli-
puti kegiatan penawaran, pembe-
lian dan atau penjualan efek yang
terjadi dalam rangka penawaran
umum, atau terjadi di bursa efek
maupun diluar bursa efek atas
efek emiten atau perusahaan pu-
blik.

2. Manipulasi pasar

Pasal 91 UUPM menyebutkan
tentang manipulasi pasar adalah
tindakan yang dilakukan oleh se-
tiap pihak secara langsung mau-
pun tidak langsung, dengan mak-
sud untuk menciptakan gambaran
semu atau menyesatkan mengenai
perdagangan, keadaan pasar, atau
harga efek di bursa efek

Dalam pengertian yang lain di-
katakan, manipulasi pasar adalah:
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The illegal buying or selling of
security to creat the false im-
pression that active trading exist in
an effort to convince other peopie
to buy more shares or sell the
ones they own. Manipulation is
done to influence prices so the
person doing the manipulating can
achieve a more advantageous
market (R.J Shook and Robert L.
Shook, 234).

Ada beberapa pola manipulasi

pasar, yaitu :

a. Menyebarluaskan informasi pal-
su mengenai emiten dengan
tujuan untuk mempengaruhi
harga efek perusahaan yang
dimaksud di bursa efek (false
information). Misalnya, suatu
pihak menyebarkan rumor bah-
wa emiten A akan segera dili-
kuidasi, pasar merespon yang
menyebabkan harga efeknya
jatuh tajam di bursa.

b. Menyebarluaskan informasi
yang menyesatkan atau infor-
masi yang tidak lengkap (mis-
information). Misalnya, suatu
pihak menyebarkan rumor ban-
wa emiten B tidak termasuk
perusahaan yang akan dili-
kuidasi oleh pemerintah, pada-
hal emiten B termasuk yang
diam-bil alih oleh pemerintah
(M. Irsan Nasarudin—-Indra
Surya, 2004:263).

Dalam prakiek perdagangan

ada beberapa trik bisnis mani-

~ pulasi pasar, antara lain yaitu:

a. Pigging, Fixing dan Stabi-
lizing, yaitu suatu tindakan
pelanggaran pasca |[PO da-
lam bentuk pihak emiten
secara semu menstabilkan
harga sekuritas.

b. Investment Sindicate, yaitu
merupakan salah satu ben-
tuk pelanggaran stabilizing,
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karena terjadi pemborong-
an saham di pasar perdana
dan menjual kembali kepa-
da public dengan harga
yang sudah fixed.

¢. Workout Market, yaitu sua-
tu bentuk pelanggaran
yang dilakukan untuk men-
ciptakan kesan seolah-olah
tetah terjadi oversubscribed
terhadap sekuritas tertentu.

d. Special Allotments, yaitu
suatu bentuk pelanggaran
dengan menjual efek kepa-
da suatu kelompok guna
menciptakan kesan over-
subscribed hingga harga
efek menjadi mahal.

e. Menciptakan Trading Firms,
yaitu pengalokasian suatu
sekuritas perusahaan ter-
tentu yang bukan anggota
selling group, untuk kepen-
tingan menciptakan pasar
dengan harga saham yang
jauh di atas kewajaran (Bu-

“letin Pasar Modal, 2002:
13).

Jadi dalam manipulasi pasar,
yang berupa transaksi yang
dapat menimbulkan gambaran
semu antara lain adalah tran-
saksi efek yang tidak menga-
kibatkan perubahan kepemi-
likan atau penawaran jual atau
beli efek pada harga tertentu
dimana pihak tersebut telah
bersekongkol dengan pihak
lain yang melakukan penawa-
ran beli atau jual efek yang
sama pada harga yang kurang
lebih sama. Motif dari mani-
pulasi pasar antara lain adalah
untuk meningkatkan, menu-
runkan, atau mempertahankan
harga efek.
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3. Perdagangan orang dalam
(Insider Trading)

Yang dimaksud dengan Insider
trading adalah perdagangan efek
yang dilakukan oleh mereka yang
tergolong “orang dalam” perusa-
haan (dalam artian luas), per-
dagangan mana didasarkan atau
dimotivasi karena adanya suatu
“informasi orang datam” (inside in-
formation) yang penting dan belum
terbuka untuk umum (non public
information), dengan perdagangan
mana, pihak pedagang Insider
tersebut mengharapkan akan men-
dapatkan keuntungan ekonomi se-
cara pribadi, langsung atau tidak
langsung, atau yang merupakan
keuntungan jalan pintas (short
swing profif), (Munir Fuady, 1996
167).

Fakta menunujukkan bahwa harga
sekuritas ditentukan oleh informasi
yang tersedia. Jika informasi me-
ngenai perusahaan tertentu adalah
positif, misalnya perusahaan ter-
sebut adalah positif, misalnya pe-
rusahaan tersebut memperoleh
Jaba yang sangat luar biasa, maka
harga sahamnya tentu akan naik,
demikian sebaliknya jika informasi
negative yang terjadi. Siapa saja
yang memiliki informasi tersebut
sebelum orang fain memperoleh-
nya, ia berada dalam posisi yang
diuntungkan (information advan-
tages). la dapat memperoleh ke-
untungan ekonomis jika melaku-
kan transaksi dengan menggu-
nakan informasi tersebut (Sofyan
A Djalil, 1997 : 3).

Jika corporate insider yang mem-
punyai posisi strategis untuk me-
ngetahui berbagai informasi yang
tidak diketahui orang lain (non
public information) dibenarkan un-
tuk melakukan transaksi sekuritas
dengan menggunakan informasi
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tersebut, maka akan terjadi keti-
dakadilan (unfaimess) di pasar
modal. Kondisi tersebut menem-
patkan sekelompok orang (insider)
pada posisi yang lebih baik (infor-
mational advantages) dibanding-
kan investor lain. Oleh karena itu
dalam hukum pasar modal modern
praktek insider trading dilarang
secara tegas dan dianggap bagian
dari manipulasi pasar yang dian-
cam pidana, dan tanggung jawab
perdata. (di Amerika Serikat, orang
yang memperoleh keuntungan
atau mencegah kerugian (profit
gain or loss avoided) dengan in-
sider trading wajib mengembalikan
keuntungan atau kerugian yang
dicegah tersebut kepada perusa-
haan (disgorgement) beserta den-
da maksimum 3 kali nilai tersebut,
demikian ditentukan dalam insider
trading sanctions Act of 1984.
Secara substansi unsur-unsur dari
perdagangan orang dalam adalah :
a. Adanya perdagangan efek.
b. Dilakukan oleh orang dalam
perusahaan.
¢. Adanya inside information.
d. nformasi itu belum diungkap
dan terbuka untuk umum.
e. Perdagangan tersebut dimoti-
vasi oleh informasi itu.
f. Tujuan untuk mendapatkan ke-
untungan.
Undang-undang nomor 8 tahun
1885, mengatur tentang insider
trading di dalam pasal 95 s/d 99.
Selanjutnya menurut penjelasan
pasal 95, yang termasuk sebagai
insider adalah:
a. Komisaris, direktur atau pe-
gawai perusahaan terbuka
b. Pemegang saham utama peru-
sahaan terbuka.
c. Orang yang karena kedudu-
kannya, profesinya atau karena
hubungan usahanya dengan
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perusahaan terbuka kemung-
kinan memperoleh informasi
orang dalam, dalam kegiatan
usahanya.

d. Pihak yang tidak lagi menjadi
pihak sebagaimana tersebut
dalam butir 1,2 dan 3 tersebut
sebelum lewat jangka waktu 6
bulan.

Kepada mereka sebagaimana di-
sebutkan di atas terkena larangan
insider trading sehubungan de-
ngan informasi yang non public in-
formation, karena dapat berpe-
ngaruh terhadap Kkondisi pasar
modal dengan beberapa pertim-
bangan, yaitu :

a. Insider trading berbahaya bagi
mekanisme pasar yang fair dan
efisien.

- pembentukan harga yang
tidak fair

- perlakuan yang tidak adil
diantara para pelaku pasar

- berbahaya bagi
kelangsungan hidup pasar
moedal

b. Insider trading juga berdampak
negative bagi emiten, dapat
menimbulkan krisis keperca-
yaan investor terhadap emiten.

c. Kerugian materiif bagi in-
vestor.

d. Kerahasiaan itu hak milik
perusahaan.

Penegakkan hukum di bidang pasar
maodal

Konsep penegakkan hukum ini dimak-
sudkan sebagai akibat adanya pelang-
garan atau penyimpangan di bidang
pasar modal atau lebih tepat dikatakan
sebagai tindak pidana di bidang pasar
modal. Dengan adanya pola pene-
gakkan hukum ini, maka berarti kegi-
atan di bidang pasar modal mengenal
adanya sanksi terhadap setiap adanya
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pelanggaran dari ketentuan di bidang
pasar modal.

Undang-undang nomor 8 tahun 1985,
mengenal beberapa macam penera-
pan sanksi sebagai akibat dari adanya
pelanggaran di bidang pasar modal,
yaitu :

1.

Penerapan Sanksi Pidana di Pasar

Modal

Seperti juga tindak pidana secara

umum yang berdasarkan KUHP,

maka Undang-undang Pasar Mo-
dal No.8 Tahun 1995 vide pasal

103 sampai dengan pasal 110,

juga mengkatagorikan tindak pida-

na ke dalam dua bagian, yaitu
tindak pidana kejahatan dan tindak
pidana pelanggaran.

Apabila memperhatikan ketentuan

pidana sebagaimana ditentukan

dalam pasal 103 — pasal 110 UU

No.8 Tahun 1995, maka dapat di-

kelompokan menjadi beberapa

bagian ancaman pidana, yaitu

a. Kejahatan dengan ancaman
hukuman maksimun 10 tahun
penjara dan denda maksimum
15 miliar rupiah, untuk tin-
dakan-tindakan antara lain pe-
nipuan atau pengelabuhan,
manipulasi pasar dan perda-
gangan orang dalam di bidang
pasar modal (lihat pasal 90 s/d
98).

b. Kejahatan yang diancam de-
ngan hukuman maksimum 5
tahun penjara atau denda mak-
simum 5 miliar rupiah, untuk
setiap pihak yang melakukan
kegiatan di pasar modal tanpa
izin, persetujuan, atau pendaf-
taran (lihat pasal 6, 13, 18, 30,
34, 43, 48, 50 dan 64).

c. Kejahatan yang diancam de-
ngan hukuman penjara mak-
simum 3 tahun penjara dan
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2. Penerapan Sanksi

denda maksimum 5 miliar ru-
piah, untuk setiap perusahaan
public yang tidak menyam-
paikan pernyataan pendaftaran
kepada Bapepam (lihat pasal
106 ayat 2 dan 107).

d. Pelanggaranyang diancam de-
ngan hukuman Kurungan Mak-
simum 1 tahun dan Denda
Maksimum 1 miliar rupiah,
untuk kegiatan yang memer-
lukan perizinan dari Bapepam
(lihat pasal 32 dan 100).

Perdata di
Pasar Modal
Sebagaimana diketahui bahwa se-
tiap pelanggaran yang menyebab-
kan kerugian bagi orang lain, khu-
susnya yang menyangkut per-
buatan-perbuatan hukum yang
berhubungan dengan pasar modal,
kemungkinan gugatan perdata da-
pat timbul dengan berdasarkan ke-
pada beberapa alas yuridis seba-
gai berikut

a. Klaim berdasarkan kepada a-
danya pelanggaran perundang-
undangan di pasar modai an
sich, yaitu menyangkut Per-
tanggungjawaban dalam rang-
ka penawaran umum (perha-
tikan pasal 80, 81 dan 111).

b. Gugatan perdata berdasarkan
atas dasar Perbuatan Melawan
Hukum vide pasal 1365 KUH
Perdata, yaitu gugatan ganti
kerugian terhadap pihak lain
yang diduga telah melakukan
kesalahan.

c. Gugatan Perdata atas dasar
perbuatan Wanprestasi, hal ini
menyangkut adanya pelangga-
ran (breach) terhadap pasal-
pasal dari perjanjian yang per-
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nah dibuat diantara para pihak
dan menimbulkan kerugian.
3. Sanksi Administratif di Pasar

Modal

Selain sanksi pidana dan sanksi

perdata hukum pasar modal juga

menerapkan sanksi administratif.

Pihak yang mempunyai wewe-

nang untuk menjatuhkan sanksi

administratif terhadap pelanggaran
hukum di bidang pasar modal
adalah Bapepam, sebagaimana
diatur dalam pasal 102 UU No.8

Tahun 1995.

Adapun pihak-pihak yang dapat

dijatunkan sanksi administrative

adalah :

a. Pihak yang memperoleh ijin
dari Bapepam.

b. Pihak yang memperoleh perse-
tujuan dari Bapepam.

c. Pihak yang melakukan pendaf-
taran dari Bapepam.

Dari keseluruhan pihak-pihak ter-
sebut dapat dikelompokkan ke
dalam 25 golongan yang meru-
pakan para pelaku di bidang pa-
sar modal, yang dapat diberikan
sanksi berupa :

a. Peringatan tertulis.

b. Denda pembayaran sejumlah
uang tertentu (bukan denda
pidana).

c. Pembatasan Kegiatan Usaha

d. Pembekuan Kegiatan Usaha
(Munir Fuady, 1996:144).

Penutup

Setelah memperhatikan uraian-
uraian yang berkaitan dengan pem-
bahasan tentang hukum pasar modal,
yang menyangkut mekanisme di bi-
dang pasar modal, kejahatan di bidang
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pasar modal dan penegakkan hukum
di bidang pasar modal, kiranya dapat
disimpulkan, bahwa hukum pasar mo-
dal sesungguhnya telah memberikan
jaminan terhadap persoalan hak asasi
manusia, yaitu adanya perlindungan
hukum dan pengakuan terhadap ek-
sistensi bagi setiap pihak (baca setiap
manusia) yang melakukan kegiatan di
bidang investasi (baca pasar modal)
dari setiap tindakan-tindakan yang
dinilai tidak layak, tidak adil, tidak patut
dan bertentangan dengan kaidah-
kaidah yang telah ditentukan.

Hal yang demikian, sesuai de-
ngan pengertian hak asasi manusia,
yang menyiratkan bahwa terhadap
setiap pihak di dalam melakukan ke-
giatan investasi harus mendapatkan
kesempatan yang sama untuk mem-
peroleh keuntungan. Jadi keuntungan
harus dapat dinikmati secara fair bagi
semua pihak sebagai pelaku di ling-
kungan pasar modal, tanpa mem-
benarkan bagi segolongan orang ter-
tentu saja yang akan menikmati keun-
tungan pribadi dengan cara-cara yang
tidak semestinya.

Oleh karena itu persoalan law
enforcement menjadi sesuatu yang
tidak boleh diabaikan, karena dengan
instrumen pasar modal yang sudah
ada telah memberikan landasan hu-
kum yang kokoh dan jaminan di dalam
kepastianya, sehingga bagi pemegang
otoritas pasar modal tidak periu ragu-
ragu untuk melakukan penegakkan
hukum berdasarkan Undang-undang
No.8 Tahun 1995 beserta peraturan
pelaksanaanya.

Kejahatan di bidang pasar mo-
dal adalah tetap dalam kualifikasi
kejahatan sebagaimana yang dikenal
pada umumnya, dan hal tersebut
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sudah barang tentu tidak sesuai
dengan hak-hak asasi manusia yang
merupakan proteksi bagi setiap orang
dalam melakukan usaha di bidang
investasi, dan oleh karenanya keja-
hatan di bidang pasar modal meru-
pakan pelanggaran terhadap hak asa-
si manusia.

Persoalan yang mendasar ada-
lah menyangkut implementasi dari ke-
tentuan normatif dari peraturan
perundang-undangan di bidang pasar
modal secara optimal, agar tidak
terjadi pelanggaran-pelanggaran atau
penyimpangan di bidang pasar modal,
sehingga konteks hak-hak asasi ma-
nusianya benar-benar terpenuhi, untuk
itu kiranya pemegang otoritas pasar
modal mempunyai kewajiban mela-
kukan pembinaan dan pengawasan
secara optimal agar tidak terjadi pe-
langgaran di bidang pasar modal atau
setidak-tidaknya dapat mengeliminasi
persoalan-persoalan di atas, semoga.
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